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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: Ut sementem faceris ita metes. (siapa yang menanam sesuatu dia 

yang akan memetik hasilnya). 

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK: 
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3. Keluarga besarku 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat 

mendasar, karena kehidupan dan aktivitas manusia dilakukan di atas 

tanah sehingga setiap saat manusia akan selalu berhubungan dengan 

tanah, dapat dikatakan hampir semua hidup manusia baik secara 

langsung dan tidak langsung selalu memerlukan tanah dimana demi 

keberlangsungan kehidupan.1 

Tanah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sosial aset dan capital 

aset. Sebagai sosial aset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan 

sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan 

capital aset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan 

telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting.2  

Tanah negara sama dengan misalnya tanah milik dan hak lainnya 

yang menggambarkan suatu status hubungan hukum tertentu antara 

objek dan subjeknya. Tanah dalam pengetian yuridis dapat diartikan 

dengan “permukaan bumi” yang diperluas hingga meliputi juga hak 

atas tubuh bumi di bawah dan ruang udara di atasnya, dalam batas-

batas yang wajar. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang 

atau badan hukum. 

  

                                                 
1Jayadi Setiabudi. 2015. Pedoman Pengurusan Surat Tanah dan Rumah Beserta 

Perizinannya. Jakarta : Buku Pintar. hlm.7. 
2 Ibid hlm. 9. 
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dengan hak-hak disediakan oleh UUPA (Undang-undang Pokok 

Agraria) adalah digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan 

dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika 

penggunaannya terdapat hanya pada tanah sebagai permukaan bumi 

saja.3 

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika 

pembangunan, maka didalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan 

mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria 

atau yang biasa kita sebut dengan UUPA (Undang-undang Pokok 

Agraria).4 

Hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang 

selanjutnya disebut sebagai UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria ) 

merupakan hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat dan 

terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Turun-temurun disini 

diartikan sebagai hak yang bisa diturunkan kepada ahli waris atau 

diturunkan dari nenek moyang, terkuat dalam hubungannya dengan 

                                                 
3Boedi Harsono. 2007. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan. Hlm 18. 
4Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok Agraria. 
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hak atas tanah yang lain, dan terpenuh dalam hal kewenangan yang 

dimiliki pemegang haknya.5 

Sertifikat juga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian hak, ada 

bermacam-macam sertifikat berdasarkan objek pendaftaran tanah 

dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:  

1. Sertifikat Hak Milik;  

2. Sertifikat Hak Guna Usaha;  

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara;  

4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan;  

5. Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Negara;  

6. Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan;  

7. Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan;  

8. Sertifikat Tanah Wakaf;  

9. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;  

10. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Non Rumah Susun; dan  

11. Sertifikat Hak Tanggungan.6 

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan hukum yang timbul 

akibat perselisihan kepemilikan atau hak atas tanah. Permasalahan ini 

bisa terjadi antar individu, kelompok, bahkan antara pihak swasta dan 

negara. Sengketa pertanahan merupakan perselisihan atau pertikaian 

mengenai kepemilikan, pengelolaan, atau penggunaan tanah. Sengketa 

                                                 
5Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya. 2004. Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada 

Media. hlm. 89. 
6Santoso Urip. 2015. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group. Hlm. 317. 
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ini biasanya melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki klaim 

berbeda atas tanah yang sama. Sengketa tanah dapat melibatkan 

berbagai isu, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

1. Kepemilikan: Perselisihan mengenai siapa yang berhak secara 

hukum atas kepemilikan suatu tanah. 

2. Penguasaan: Konflik mengenai siapa yang memiliki hak untuk 

menggunakan atau mengelola tanah, meskipun tidak memiliki 

sertifikat kepemilikan. 

3. Batas Tanah: Ketidakpastian atau ketidaksesuaian mengenai 

batas-batas tanah antara pemilik atau pengguna tanah. 

4. Hak Waris: Perselisihan di antara ahli waris mengenai 

pembagian tanah warisan. 

5. Penggunaan Tanah: Perbedaan pendapat tentang bagaimana 

tanah harus digunakan, misalnya untuk pertanian, 

pembangunan, atau tujuan lain. 

6. Perubahan Status Tanah: Perselisihan terkait perubahan status 

hukum tanah, seperti konversi dari tanah pertanian menjadi 

tanah non-pertanian. 

Beberapa faktor yang sering menyebabkan sengketa tanah meliputi: 

1. Dokumen Kepemilikan: Ketidaksesuaian atau keabsahan 

dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah dapat 

menimbulkan sengketa. 
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2. Perubahan Administratif: Kesalahan atau perubahan dalam 

pendaftaran tanah di kantor pertanahan bisa menyebabkan 

konflik. 

3. Tanah Warisan: Perselisihan dalam pembagian tanah warisan di 

antara ahli waris. 

4. Penggunaan dan Penguasaan: Konflik antara pihak yang 

mengklaim hak atas tanah berdasarkan penggunaan atau 

penguasaan historis. 

5. Penggusuran dan Perencanaan: Proyek pembangunan atau 

perencanaan yang melibatkan penggusuran tanah. 

Penting untuk menyimpan dokumen terkait kepemilikan tanah 

dengan baik dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk 

mengurangi risiko sengketa di masa depan. Apabila suatu waktu 

terdapat gugatan ataupun tuntutan hukum di pengadilan atas objek 

tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya, maka semua keterangan 

yang terdapat dalam sertifikat tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian yang kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang 

mengingkarinya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran 

sertifikat di dalam kepemilikan suatu tanah merupakan hal yang sangat 

penting apalagi di dalam penyelesaian perkara perdata maupun 

pidana, karena bukti surat merupakan bukti kuat dalam memperoleh 

kebenaran, kepastian dan keadilan dalam suatu sengketa di dalam 

kepemilikan suatu tanah. Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti 



6 

 

surat tertulis yang memiliki banyak fungsi dalam melindungi hak-hak 

atas kepemiliknya. Karena Fungsi utama sertifikat adalah sebagai alat 

bukti yang kuat. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUPA (Undang-undang Pokok 

Agraria), hak milik hapus bila :7 

1. Tanah jatuh kepada negara;  

a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;  

b.  Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;  

c. Karena di telantarkan; 

d. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) 

2. Tanahnya musnah. 

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak 

masyarakat atas pengelolaan sumber daya tanah telah diatur dalam 

Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 (sebagai hak konstitusional), 

Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 

Tahun 1999 (sekaligus hak asasi manusia). Dalam penjelasan Pasal 22 

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dijelaskan bahwa cara 

perolehan hak milik bisa saja dengan pembukaan tanah. Cara tersebut 

sebenarnya dimungkinkan menurut hukum adat karena dasar hukum 

agraria nasional adalah mendasarkan diri pada hukum adat seperti 

yang tertuang pada Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).8 

Apabila seorang penghuni rumah negara ingin mengajukan 

                                                 
7Boedi Harsono, Op Cit. Hlm. 558. 
8Joni Sudarso, dkk. 2019. Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga 

Msyarakat Pasawaran di Kawasan Pariwisata Pantai Teluk Ratai Kabupaten Pasawaran 

Provinsi Lampung. Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 5, No. 1. Januari. Hlm. 17. 
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permohonan atas rumah negara masih bergolongan II, maka ia dapat 

melakukan tukar-menukar sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (3) 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara 

Pembinaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertahanan Dan 

Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa, pengalihan 

rumah negara Golongan II menjadi rumah negara Golongan III 

berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat 

dilaksanakan, apabila penghuni ingin memiliki rumah negara 

Golongan II dapat dipindahtangankan dengan cara tukar-menukar 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.9 

Surat izin penghunian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan 

oleh suatu otoritas atau lembaga yang memberikan izin kepada 

seseorang untuk menempati atau menggunakan suatu fasilitas, 

biasanya berupa rumah, apartemen, atau ruangan tertentu. Dalam 

konteks militer atau TNI (Tentara Nasional Indonesia), surat izin 

penghunian mengacu pada izin resmi yang dikeluarkan untuk anggota 

militer atau keluarganya untuk menempati fasilitas atau rumah dinas 

militer selama masa dinas aktif. 

Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Militer adalah izin 

menempati suatu bangunan tempat tinggal yang diterbitkan oleh 

Pejabat yang berwenang di Kodam II/Sriwijaya selaku pemberi kuasa. 

Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Militer diberikan kepada 

anggota TNI yang masih bertugas namun belum mempunyai tempat 

                                                 
9Permen No 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara Di 

Lingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia. 
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tinggal, dengan ketentuan bahwa penghuninya wajib menjaga kondisi 

rumah tetap baik dan tidak perlu direlokasi tanpa izin Kodam 

II/Sriwijaya. 

Didalam Peraturan Menteri No 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara 

Pembinaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertahanan Dan 

Tentara Nasional Indonesia pasal 51, diuraikan sebagai berikut: 

1. Pejabat atau anggota harus memiliki surat izin penghunian yang 

diberikan oleh PPB-EI dan/atau pejabat yang ditunjuk di 

lingkungan masing-masing. 

2. Surat izin penghunian harus sesuai dengan penghuni rumah 

negara dan wajib menempati rumah negara paling lambat 2 (dua) 

bulan sejak surat izin penghunian diterima. 

3. Surat izin penghunian rumah negara golongan I masa berlakunya 

selama yang bersangkutan menduduki suatu jabatan dan dapat 

diperpanjang atau dicabut setelah dilaksanakan evaluasi oleh PPB-

EI dan/atau pejabat yang ditunjuk dilingkungan satuan yang 

bersangkutan. 

4. Surat izin penghunian rumah negara golongan II masa berlakunya 

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut setelah 

dilaksanakan evaluasi oleh PPB-EI dan/atau pejabat yang ditunjuk 

dilingkungan satuan yang bersangkutan. 

5. Surat Izin Penghunian Rumah Negara berisi ketentuan: 

a. Identitas pejabat yang berwenang menandatangani izin 

penghunian 
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b. Data dan identitas calon penghuni Rumah Negara; 

c. Alamat Rumah Negara yang akan dihuni; 

d. Luas tanah dan luas bangunan Rumah Negara; 

e. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh calon penghuni; dan 

f. Larangan dan sanksi terhadap penghuni yang tidak mematuhi 

ketentuan penggunaan rumah negara.10 

Dalam suatu keputusan dan ketetapan sering kali bertentangan 

sehingga menimbulkan perselisihan antar pihak mengenai objek 

sengketa, tidak terkecuali di lingkungan TNI. Perselisihan terkait izin 

pertahanan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dapat timbul karena 

berbagai alasan terkait administrasi, kepatuhan, atau perubahan 

kondisi. Berikut contoh kronologis berkembangnya sengketa izin 

pertahanan TNI: 

Kronologis Terjadinya Sengketa Surat Izin Pertahanan TNI 

1. Permohonan Surat Izin 

a. Pengajuan: Anggota TNI atau pihak terkait mengajukan 

permohonan untuk mendapatkan izin pendudukan atau izin 

penggunaan fasilitas militer. 

b. Persyaratan: Permohonan harus memenuhi berbagai 

persyaratan administratif dan dokumen yang ditetapkan oleh 

instansi TNI. 

 

                                                 
10Peraturan Menteri pertahanan republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 Tentang 

Pembinaan Rumah Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia. 
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2. Penerbitan Surat Izin 

a. Verifikasi: Dokumen dan permohonan diverifikasi oleh 

pejabat TNI yang berwenang.  

b. Penerbitan: Jika disetujui, izin diberikan kepada pemohon. 

Surat ini menetapkan penggunaan atau kepemilikan fasilitas. 

3. Perubahan Kondisi 

a. Perubahan internal: perubahan struktur organisasi TNI atau 

kebijakan internal yang mempengaruhi penggunaan atau 

alokasi fasilitas. 

b. Kebutuhan Baru: Kebutuhan baru atau perubahan 

persyaratan TNI yang mengakibatkan perlunya penyesuaian 

penggunaan fasilitas. 

4. Ketidakpuasan atau Masalah 

a. Masalah Kepatuhan: Anggota TNI atau pihak lain tidak 

mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin, seperti 

masalah pemeliharaan atau penggunaan yang tidak sesuai. 

b. Ketidakpuasan: Pihak yang terlibat merasa tidak puas 

dengan keputusan atau ketentuan yang berlaku, misalnya, 

jika merasa bahwa mereka tidak mendapatkan hak yang 

sesuai atau ada masalah administratif. 

5. Klaim dan Sengketa 

a. Pengajuan Klaim: Anggota TNI atau pihak yang bersengketa 

mengajukan klaim terhadap surat izin atau keputusan terkait, 
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seperti keberatan atas penjatahan fasilitas atau keputusan 

administrasi. 

b. Sengketa Formal: Terjadi sengketa formal ketika klaim 

tersebut tidak dapat diselesaikan secara informal atau 

melalui komunikasi internal, dan pihak-pihak yang 

bersengketa memilih untuk mengajukan masalah tersebut ke 

otoritas yang lebih tinggi. 

6. Tindak Lanjut 

a. Pengecekan Kepatuhan: Setelah keputusan diterapkan, 

tindak lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa semua 

pihak mematuhi keputusan tersebut dan bahwa masalah telah 

diselesaikan secara efektif. 

b. Evaluasi Proses: Evaluasi dilakukan untuk menilai proses 

penyelesaian sengketa dan untuk mengidentifikasi area yang 

dapat diperbaiki dalam prosedur administrasi. 

Kasus yang merupakan Sengketa dan konflik digolongkan menjadi 

3 (tiga) klasifikasi yaitu Kasus Berat merupakan Kasus yang melibatkan 

banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau 

berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan 

keamanan; yang kedua terdapat Kasus Sedang merupakan kasus antar 

pihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang 

jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan 

administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan 

keamanan; dan yang terakhir adalah Kasus Ringan merupakan Kasus 
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Pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis 

administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk 

Penyelesaian kepada pengadu atau pemohon.11 

Berbagai penyelesaian sengketa pertanahan cukup banyak 

ditawarkan baik yang bersifat litigasi atau berdasarkan hukum, maupun 

non-litigasi atau tidak berdasarkan hukum tetapi dalam banyak hal 

hasilnya terasa kurang memuaskan bahkan penyelesaian melalui 

pengadilan pun terkadang dirasakan oleh masyarakat tidak 

memuaskan. Tidak sedikit mereka yang telah menempati tanah selama 

bertahun-tahun ditolak gugatannya untuk mempertahankan hak atau 

mendapatkan hak karena ada pihak lain yang menguasai tanah yang 

bersangkutan, atau sebaliknya gugatan seseorang terhadap 

penguasaan tanah tertentu dikabulkan pengadilan walaupun bagi pihak 

yang menguasai tanah tidak cukup kuat atau gugatan kurang 

beralasan.12 

Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Ini 

biasanya melibatkan proses hukum formal dan keputusan akhir yang 

dikeluarkan oleh pengadilan. Berikut adalah langkah-langkah umum 

dalam proses litigasi: 

1. Persiapan: Mengumpulkan bukti dan menyusun gugatan. 

2. Pengajuan: Mengajukan gugatan ke pengadilan. 

                                                 
11Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. 
12Susanti Adi Nugroho. 2009. Mediasi sebagai Altenatif Penyelesaian Sengketa. Edisi 

pertama. Cetakan ke-1. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. Hlm. 62. 
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3. Proses Pengadilan: Menghadapi sidang, mengajukan bukti, dan 

mendengarkan keputusan pengadilan. 

4. Keputusan: Pengadilan memutuskan hasil sengketa 

berdasarkan hukum dan bukti. 

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, pembuktian 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara 

dalam suatu sengketa, sehingga diperoleh kebenaran memiliki nilai 

kepastian dan keadilan. Yang Adapun alat bukti dalam perkara seperti 

dalam perdata adalah:13 

1. Bukti surat;  

2. Bukti saksi;  

3. Persangkaan; dan  

4. Sumpah.  

Akan tetapi, sebagian warga negara Indonesia berpendapat 

apabila menyelesaikan perkara melalui jalur Pengadilan itu tidak akan 

menyelesaikan perkara tetapi akan memperumit perkaranya. 

Penyebabnya adalah kenyataan objektif, bahwa dalam putusan 

pengadilan tersebut hasilnya tidak memuaskan para pihak, dan 

hasilnya tidak memberi kedamaian dan ketentraman bagi pihak yang 

berperkara karena adanya salah satu pihak yang menang dan kalah, 

adanya dendam jika terdapat keadaan menang dan kalah, putusan 

pengadilannya membuat bingung atau rancu, putusan pengadilannya 

tidak memberi kepastian hukum dan tidak dapat diprediksi yang 

                                                 
13Het Herziene Indonesisch Reglement, Pasal 164. Reglement voor de 

Buitengewesten, Pasal 284. 
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menyebabkan munculnnya spekulasi bahwa jika menyelesaikan 

melalui jalur pengadilan bahwa hakim lain yang menangani perkara 

tersebut akan lain pula putusannya. Sedangkan, jika menyelesaikan 

perkara melalui jalur di luar pengadilan atau melalui jalur arbitase 

warga masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa jalur 

arbitase memenuhi rasa keadilan, dan menganggap terdapat 

persaingan sehat dalam penyelesaian perkaranya. Sehingga lebih 

banyak yang menyelesaikan lewat jalur di luar pengadilan atau yang 

lebih dikenal dengan jalur arbitase.14 

Sebenarnya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi 

seharusnya pertama-tama diselesaikan dahulu melalui musyawarah 

antara pihak yang bersangkutan atau melalui jalur Arbitase. Jika usaha 

dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara damai itu 

tidak berbuah hasil maka para pihak yang bersangkutan 

diperbolehkan menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur 

pengadilan.15 

Dalam permasalahan pengosongan dan penertiban rumah negara 

(yang dikenal dengan rumah dinas), yang dihuni oleh purnawirawan 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini sedang mengemuka. Sengketa 

tersebut muncul antara institusi TNI dengan purnawirawan yang masih 

menghuni rumah negara atau dengan para keluarga purnawirawan 

                                                 
14Nia Kurniati, 2016, Hukum Agraria : Sengketa Pertanahan : Penyelesaiannya 

Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik, Bandung : PT Refika Aditama, Halaman 

178-179, 185 
15Adrian Sutedi, 2018, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Jakarta : 

Sinar Grafika, Halaman 172. 
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yang masih merupakan keturunan dari purnawirawan TNI yang bahkan 

telah meninggal dunia, yang menolak untuk mengosongkan rumah 

negara yang telah ditempati selama puluhan tahun. Sengketa ini terjadi 

hampir di setiap angkatan, baik Angkatan Darat, Angkata Laut, dan 

Angkatan Udara. 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dimana 

setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum 

(Equality Before The Law). Seperti yang dikemukakan oleh Amiroeddin 

Sjarif bahwa setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara 

termasuk prajurit TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku, baik 

dalam kehidupan sehari-hari di dalam maupun di luar dinas. Indonesia 

sebagai negara hukum, sudah seharusnya berkewajiban baik secara 

hukum maupun politik, ekonomi, sosial, dan moral untuk melindungi 

dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi 

tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.16  

Apalagi kepastian hukum adalah syarat, syarat dan ketentuan 

tertentu. Hukum pada mulanya harus bersifat pasti dan adil. Dengan 

kata lain, hukum yang jelas adalah suatu tindakan, dan keadilan adalah 

tindakan yang mendukung ketertiban dan dianggap wajar. Hukum 

hanya akan ditegakkan sesuai fungsinya jika aman dan adil. 

  

                                                 
16Bambang Waluyo. 2017. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 

Hlm. 2. 
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Sebagai negara hukum yang memiliki ciri utamanya yaitu 

persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara. 

Persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara tanpa 

membedakan suku, agama, warna kulit. status sosial, dan sebagainva 

telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.17 

Dalam sistem keadilan mempunyai cangkupan yang sangat luas, 

meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, antara lain hubungan 

individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan 

masyarakatnya sendiri, individu dengan hakim dan para pihak yang 

berperkara serta hubungan dengan berbagai pihak yang terkait 

lainnya. Keadilan mengandung asas persamaan hukum yang setiap 

orang harus deperlakukan sama terhadap hukum. Dengan kata lain 

hukum harus diterapkan kepada siapapun juga secara adil karena 

keadilan hukum berkaitan dengan implementasi hukum. Keadilan 

hukum tidak akan tercapai apabila hukum tidak diterapkan secara adil. 

Untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil 

diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum.18 

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk 

bertempur oleh karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau 

                                                 
17Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 
18Hariyanto, Hariyanto. 2014. “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum 

Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”. Jurnal Justitia Islamica, 

Vol. 11, No. 1, Januari-Juni. Hlm. 44-46. 
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kaidah-kaidah khusus yang mengharuskan mereka tunduk tanpa 

“reserve” pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang 

pelaksaannya diawasi dengan ketat.19 

Pengertian Prajurit TNI menurut l undang-udang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam 

peraturan Perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang 

berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.3 

Mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan 

menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, berperan serta dalam 

pembangunan nasional, dan tunduk pada hukum militer.4 TNI 

merupakan bagian dari komunitas hukum dan berperan membantu 

membentuk budaya hukum di lingkungannya. Kesadaran hukum tetap 

terjaga di tubuh TNI jika prajurit TNI tidak berkontribusi dengan 

menjadi pendukung budaya hukum, selalu berusaha mematuhi segala 

peraturan yang berlaku, dan menjadikan hukum sebagai standar 

perilaku dan perilaku tidak bisa diharapkan. Militer masih memiliki 

peraturan yang baik untuk memandu apa yang tidak boleh dilakukan 

oleh tentara.20 

Prajurit TNI dikelompokan dalam golongan kepangkatan perwira, 

bintara dan tamtama. Perwira diangkat oleh Presiden atas usul 

Panglima, sedang bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima. 

                                                 
19Amiroeddin Sjarif. 1996. Hukum Disiplin Militer Indonesia. Penerbit Rineka 

Cipta. Hlm. 1. 
20http:/www.GreenNews.com, “Hukum Pidana Militer di Indonesia”, 

03/02/2014,(diakses 29 Maret 2024). 

http://www.greennews.com/
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Pelantikan menjadi prajurit golongan perwira pada saat pelantikan 

selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah 

Perwira.21 Menjadi seorang prajurit berpangkat perwira melalui 

pendidikan Akademi TNI, bintara dan tamtama Pendidikan memalui 

Rindam Kodam wilayah masing-masing. Prajurit TNI dibangun dan 

dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik 

negara yang mengacu pada nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi 

manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum 

internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran 

belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.22 

Prajurit TNI berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang 

diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan 

negara sebagaimana tercantum dalam sumpah prajurit. Dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Prajurit TNI berpedoman pada 

Kode etik Prajurit dan Kode edit Perwira.23 Setiap warga negara tidak 

ada yang kebal terhadap hukum, oleh karenanya baik warga sipil 

maupun prajurit TNI yang melakukan pelanggaran akan diproses 

sesuai ketentuan hukum. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil 

proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara yang berlaku. Apabila 

prajurit TNI melakukan suatu pelanggaran, maka akan tetap di sanksi 

tanpa ada keistimewaan, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan 

penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara pidana 

                                                 
21Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, 

Pasal 26, 33, 34. 
22Ibid, penjelasan. 
23Ibid, Pasal 37,38. 
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militer .24 

Prajurit TNI sebagai warga negara berlaku semua ketentuan 

perundang-undangan yang ada kecuali ketentuan perundang-

undangan mengatur lain. Selain tidak diatur dalam ketentuan 

perundang-undangan secara khusus, Ketentuan apapun yang berlaku 

bagi warga negara berlaku pula bagi prajurit TNI, termasuk hak dan 

kewajibannya.25 

Kodam II/Sriwijaya merupakan salah satu komando kewilayahan 

daerah militer di Indonesia dibidang pertahanan negara yang di 

pimpin seorang Panglima Kodam (Pangdam) yang berpangkat Mayor 

Jenderal TNI yang mencakup wilayah provinsi Jambi (Korem Garuda 

Putih), Bengkulu (Korem Garuda Emas), Sumatera Selatan (Korem 

Garuda Dempo), Kepulauan Bangka Belitung (Korem Garuda Jaya) dan 

Lampung (Korem Garuda Hitam).  

Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah:  

PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN 

SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS MILITER DI WILAYAH 

HUKUM KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA. 

B. Rumusan masalah 

Dalam uraiuan pada latar belakang maka dapat disimpulkan tiga 

permasalahan, yaitu sebagai berikut : 

                                                 
24Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3368. 
25Mulyanto. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta.: PT. Bina Aksara. Hlm 20. 
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1. Apa faktor dan akibat hukum yang menyebabkan terjadinya 

penyalahgunaan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Militer bagi 

pihak yang menggunakan maupun pihak Kodam II/ Sriwijaya?  

2. Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum akibat 

penyalahgunaan Surat Ijin Penghunian rumah Dinas Militer yang 

diterbitkan oleh Kodam II/Sriwijaya dalam penguasaan 

pemanfaatan tanah dan bangunan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor dan akibat hukum 

yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Surat Ijin 

Penghunian Rumah Dinas Militer bagi pihak yang 

menggunakan maupun pihak Kodam II/ Sriwijaya. 

b. Untuk menganalisis dan menjelaskan penyelesaian 

permasalahan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Militer yang 

diterbitkan oleh Kodam II/Sriwijaya dalam penguasaan 

pemanfaatan tanah dan bangunan. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan 

menghasilkan dua aspek manfaat yakni dari aspek teoretis dan dari 

aspek praktis. 

a. Manfaat Teoretik 

1) Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya 
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dalam bidang pertanahan, yang berkaitan dengan pemberian 

Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Militer yang dikeluarkan 

instansi pemerintah maupun Militer Kodam II/ Sriwijaya. 

2) Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat dan hasil 

agar dapat menambah pengetahuan bagi penulis, pelajar, 

mahasiswa, akademisi didalam ruang lingkup hukum terkhusus 

hukum perdata. 

3) Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang ilmu hukum perdata dalam lingkup militer 

khususnya. 

b. Manfaat Praktik 

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang masalah sengketa 

pertanahan militer dan memberi sumbangan pengetahuan: 

1) Bagi Kodam II/Sriwijaya, diharapkan dengan adanya penelitian ini 

agar instansi terkait bisa tepat sasaran dalam menjalankan 

wewenangannya. 

2) Bagi Pejabat pembuat Surat Izin Penghunian Surat Izin Penghunian 

(SIP) Rumah Dinas Militer diharapkan dapat menggunakan 

penelitian ini sebagai bahan masukan dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Surat Izin Penghunian 

(SIP) Rumah Dinas Militer. 

3) Bagi Prajurit aktif TNI, diharapkan agar dapat menggunakan, 

menjaga dan menyesuai kebutuhan dalam menggunakan Surat 
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Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Militer. 

4) Bagi Purnawirawan/pensiunan prajurit TNI, diharapkan dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat karena masih minimnya 

pemahaman tentang masalah pertanahan dan surat izin 

penghunian serta dapat memberi sumbangan pengetahuan 

karena masih banyaknya purnawirawan yang tidak mematuhi tata 

tertib penghunian rumah dinas.  

5) Bagi keluarga pensiunan TNI, diharapkan dapat menambah 

wawasan mengenai perkembangan dalam ilmu hukum mengenai 

keberlakuan, ketentuan dan fungsi surat izin penghunian untuk 

prajurit aktif TNI. 

D. Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk 

membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada 

landasan filosofisnya yang tertinggi.26 Kerangka teori dapat diartikan 

sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis 

mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan 

perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui 

yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.27 

1. Grand Theory 

Dalam penelitian tesis ini menggunakan Teori Kepastian Hukum 

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian 

                                                 
26Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum, Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. Hlm. 254. 
27M. Solly Lubis. 1994. Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, CV.Mandar Maju. 

Hlm. 80. 
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hukum didalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. 

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, 

tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat 

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian 

hukum menurut Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers adalah: 

“Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu 

diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi 

keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun 

pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan 

hukum. Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan 

antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata 

hukum itu Nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh 

dilepaskan”.28 

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiabel terhadap 

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 

Harapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan adanya kepastian 

hukum merupakan tujuan utama agar dapat lebih tertib dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sehingga hukum itu memiliki tugas untuk 

menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menghasilkan 

ketertiban masyarakat.  

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum 

menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungan dengan 

                                                 
28Theo Huijbers. 1982. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kanisius. 

Hlm. 163. 
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masyarakat. Aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Dimana 

pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum.29 

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada 

kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam 

menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav 

Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari 

hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan 

kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai dengan 

bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian 

hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam 

pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan kosekuen serta tidak 

dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif dalam 

kehidupan masyarakat.30 

  

                                                 
29Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana. Hlm. 

158. 
30Nur Agus Susanto. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan 

Peninjauan   Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 

2014. 
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Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang 

berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: 

a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah 

perundang- undangan. 

b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada 

kenyataan. 

c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas agar 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah 

dilaksanakan. 

d. Hukum Positif tidak boleh mudah diubah. 

Pendapat Gustav Radbruch didasarkan pada pandangannya bahwa 

kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian 

hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari 

perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka 

menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan 

manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif 

itu kurang adil. 

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut yaitu kepastian dalam 

hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam 

hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat 

dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung 

penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku 

patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dan ketika dihadapkan dengan 

dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala 
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dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadang kala tidak 

jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-

beda. Hal demikian tentu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. 

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena 

hukum itu sendirilah adanya kepastian.31 

Kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang wajib di tegakkan 

sebab dengan menimbulkan kepastian hukum maka secara tidak 

langsung hukum sudah memberikan rasa keadilan dalam 

penerapannya. John Rawls dalam penelitiannya berpendapat bahwa 

menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang 

individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian 

keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta 

mendukung upaya tersebut. Dengan keadaan demikian, jelas sekali 

bahwa dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal dan 

substansial, hal ini rasanya amat sulit ditentukan secara definitif. 

Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa 

yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya 

yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat dan 

waktunya.32 

2. Middle Theory 

Dalam penelitian tesis ini menggunakan Teori  

a. Teori Penegakan Hukum  

                                                 
31Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, Hlm 137. 
32E. Fernando Manullang. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan. Jakarta: Kompas. 

Hlm. 100. 
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yang basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka 

hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan 

sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan 

pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam 

setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan 

dikeluarkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari 

peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti 

budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan 

baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang 

atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena 

masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Penegakan 

hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi 

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang 

melibatkan banyak hal.
33

 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan 

mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara 

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan 

hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam 

praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena 

                                                 
33Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32 
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itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti 

memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan 

menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan 

cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.34 

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:35 

1) Ditinjau dari sudut subyeknya: 

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua 

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 

menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma 

aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 

menegakkan aturan hukum. 

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai 

upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana 

seharusnya. 

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: 

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-

nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan 

formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam 

bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu 

hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan 

tertulis. 

                                                 
34Ibid hlm 33. 
35Ibid hlm 34. 
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Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan 

ide-ide dan konsep- konsep hukum yang diharapakan rakyat 

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses 

yang melibatkan banyak hal.36 

b. Teori Kewenangan 

Istilah "kewenangan" dan "wewenang" adalah wewenang. 

Ketika seorang pejabat publik melakukan tugas resminya, ia 

memiliki kekuatan hukum, hak untuk mengarahkan orang lain 

atau mengambil tindakan, dan hak atau wewenang untuk 

mengikuti persyaratan hukum. 

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang 

diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang 

dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa 

yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari 

kekuasaan legislate (diberi oleh undangundang) atau dari 

kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang 

biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan 

terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap 

suatu bidang pemerintahan.37 

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan 

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk 

menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang 

                                                 
36Ibid hlm 37. 
37 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 

78 
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menurut H.D.Stoud adalah “bevoegheid wet kan worden 

omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden 

door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke 

rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai 

keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan 

dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum 

publik dalam hukum public.38 

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevogdheid) di 

deskripsikan sebagai kekuasaan hukun (rechtsmacht). Jadi 

dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan 

kekuasaan.39 

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus 

dibedakan. Kewenangan (autority gezag) adalah kekuasaan 

yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu 

maupun terhadap sesuatau bidang pemerintahan tertentu 

secara bulat. Sedangkan wewenang (Competence, bevogdheid) 

hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, 

kewenangan berarti Kumpulan dari wewenang-wewenang 

(Rechsbevoegdheden). Jadi, wewenang adalah kemampuan 

                                                 
38 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan 

Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm 4. 
39

 Philipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun 
XII, ( September – Desember, 1997), hlm. 1. 
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untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-

undangan untuk melakukan hubungan hukum.40 

Dalam konsep hukum publik, kewenangan harus memiliki 

setidaknya tiga unsur: pengaruh, dasar hukum, dan ruang 

lingkup, dan kepatuhan. Komponen pengaruh adalah 

penggunaan kekuasaan untuk tujuan mengontrol pelaku 

perbuatan hukum. Terbentuknya ini bertujuan untuk mencegah 

badanbadan instansi suatu negara legalkan kekuasaan mereka 

di luar tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan 

peraturan. Unsur dasar hukum adalah pejabat yang berwenang 

harus selalu dapat menentukan dasar hukumnya. Komponen ini 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik selalu memiliki 

dasar hukum untuk tindakan tersebut. Aspek kepatuhan 

mengandung arti jalannya acuan kewenangan, baik norma 

dasar (berlaku untuk semua otoritas) dan standar khusus (untuk 

beberapa jenis otoritas). Menurut asas dasar penegakan 

hukum, legaliteits startelen atau wetmatigheid van bestuur, 

kekuasaan pemerintah bersumber dari pembuatan peraturan 

perundang-undangan. 

  

                                                 
40

 Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan 
Daerah di Indonesia , Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35. 
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Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu 

hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan 

wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan 

kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan 

istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan 

kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. 

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa 

“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang 

diperintah” (the rule and the ruled).41 

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan 

kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan 

wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, 

Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan 

merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur 

lainnya, yaitu;42 

1. Hukum. 

2. Kewenangan (wewenang). 

3. Keadilan. 

4. Kejujuran. 

5. Kebijakbestarian; dan 

6. Kebajikan. 

                                                 
41

 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), h. 
35-36. 

42
 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, 

Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38. 
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3) Applied Theory 

Dalam Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang 

mendalami menganalisis klasifikasi mengenai konflik yang terjadi 

dalam masyarakat. Salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa dan 

bagaimana upaya yang dilakukan mengakhiri sengketa.  

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga disebut sebagai 

Teori Konflik. Dikarenakan dalam kamus bahasa Indonesia, konflik 

merupakan pertikaian, dan perselisihan yang terjadi. terjadinya Konflik 

disebabkan karena perbedaan pendapat dan perselisihan yang terjadi 

antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban pada suatu 

permasalahan.43 

Penyelesaian permasalah tanah dapat dilakukan melalui jalur litigasi 

atau non-litigasi: 

1. Litigasi 

Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi dilakukan di 

pengadilan. Litigasi merupakan sarana akhir setelah alternatif 

penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Dalam 

proses litigasi, para pihak saling berlawanan satu sama lain. 

2. Non-litigasi 

Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-litigasi dilakukan 

di luar pengadilan, juga dikenal dengan Penyelesaian Sengketa 

Alternatif. Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan 

                                                 
43Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, “Penyelesaian 

Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey 

Z.Rubin,”Notarius 13, no. 2 (2020): 803–18, https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168. 
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melalui proses mediasi, negoisasi, arbitrase, atau Alternative 

Dispute Resolution (ADR). 

Penyelesaian sengketa non-litigasi memiliki berbagai keuntungan, 

seperti: Penyelesaian yang bersifat informal, menyelesaikan sengketa 

adalah pihak sendiri, Jangka waktu penyelesain yang singkat, biaya 

ringan, Aturan pembuktian tidak perlu. 

E. Definisi Konseptual 

1. Sengketa Tanah 

 Sengketa tanah adalah konflik yang timbul karena dua pihak 

memperebutkan kepemilikan atas tanah. Sengketa tanah dapat terjadi 

karena beberapa faktor, seperti: 

a. Kedua belah pihak merasa memiliki hak atas sertifikat tanah  

b. Satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain  

c. Kedua pihak atau lebih memiliki pendapat yang berbeda 

Sengketa tanah berdasarkan Undang-Undang di Indonesia diatur 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan 

pedoman mengenai hak atas tanah, penyelesaian sengketa, serta 

perlindungan hukum terkait tanah. Beberapa undang-undang yang 

mengatur tentang sengketa tanah antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 

Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah dasar hukum yang 

mengatur segala hal terkait dengan pertanahan di Indonesia, 
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termasuk pengaturan tentang hak atas tanah dan cara 

penyelesaian sengketa tanah. 

Beberapa hal yang diatur dalam UUPA: 

- Jenis-jenis hak atas tanah: Hak milik, hak sewa, hak pakai, hak 

pengelolaan, dan hak lainnya. 

- Pendaftaran tanah: Untuk meminimalisasi sengketa tanah, UUPA 

mewajibkan pendaftaran tanah untuk mengesahkan kepemilikan 

atau penguasaan atas tanah. 

- Sengketa tanah: Menyebutkan bahwa jika terjadi sengketa, pihak 

yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa tersebut 

melalui jalur hukum, baik ke Pengadilan Negeri, ataupun melalui 

penyelesaian yang lebih tidak formal seperti musyawarah atau 

mediasi. 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa 

UU ini memberikan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa 

tanah melalui alternatif selain pengadilan, seperti arbitrase atau 

mediasi, yang dapat menjadi pilihan pihak-pihak yang 

bersengketa. 

Prinsipnya: 

- Penyelesaian Sengketa Alternatif: Berdasarkan UU ini, pihak yang 

bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa 

melalui jalur non-litigasi, seperti arbitrase atau mediasi, dengan 

melibatkan pihak ketiga yang netral. 
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- Penyelesaian Sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN): 

Dalam beberapa kasus, sengketa tanah juga dapat diselesaikan 

oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti BPN, apabila 

sengketa tersebut terkait dengan pendaftaran atau sertifikat tanah. 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

UU ini mengatur tentang prosedur pendaftaran tanah dan 

pengesahan status tanah di Indonesia, yang bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. 

Pendaftaran tanah menjadi penting dalam penyelesaian sengketa, 

karena dengan adanya sertifikat tanah yang sah, akan lebih 

mudah menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut. 

Hal yang diatur dalam UU ini: 

- Pendaftaran Tanah: Tanah yang sudah terdaftar akan mendapatkan 

kepastian hukum atas status kepemilikan atau penguasaan tanah 

tersebut. 

- Sengketa: Jika ada klaim ganda atau sengketa terkait pendaftaran 

tanah, maka bisa dilakukan verifikasi data melalui BPN untuk 

mendapatkan keputusan yang sah. 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

UU ini mengatur mekanisme pengadaan tanah yang dapat menjadi 

penyebab sengketa antara pemerintah atau badan usaha dengan 

pemilik tanah. Ketika tanah dibutuhkan untuk kepentingan umum 

(misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, bandara), 
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pemerintah atau pihak yang ditunjuk harus melakukan pengadaan 

tanah dengan cara yang adil. 

Proses yang diatur dalam UU ini: 

- Penawaran dan negosiasi: Pihak yang membutuhkan tanah 

(pemerintah atau badan usaha) harus melakukan penawaran 

harga dan negosiasi dengan pemilik tanah yang terkena dampak. 

- Penyelesaian Sengketa: Jika ada sengketa harga atau klaim 

kepemilikan, sengketa tersebut bisa dibawa ke pengadilan atau 

penyelesaian melalui mekanisme yang disediakan oleh BPN. 

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah 

PP ini memberikan rincian teknis tentang pendaftaran tanah, 

termasuk prosedur dan mekanisme pengajuan pendaftaran tanah 

yang dapat mengurangi sengketa terkait dengan status 

kepemilikan tanah. 

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penataan 

Batas Tanah 

Peraturan ini mengatur tentang bagaimana penataan dan 

pemetaan batas-batas tanah dilakukan agar dapat menghindari 

sengketa terkait batas tanah antara pemilik atau pengguna tanah 

yang berbeda. 

7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Meskipun tidak secara khusus mengatur masalah pertanahan, 

KUHPerdata juga memiliki ketentuan yang mengatur mengenai 
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peralihan hak atas tanah, perjanjian jual beli, hibah, warisan, dan 

sebagainya yang dapat mempengaruhi sengketa tanah. 

8. Keputusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan 

Putusan pengadilan dan keputusan Mahkamah Agung juga 

menjadi sumber hukum yang sering digunakan untuk 

memutuskan sengketa tanah. Keputusan-keputusan ini sering kali 

menjadi preseden hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. 

Sengketa tanah adalah kasus yang sering terjadi di Indonesia. 

Untuk menyelesaikan sengketa tanah, Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia (BPN) memiliki badan dan mekanisme yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertanahan 

nasional. 

2. Penyelesaian Sengketa Tanah  

 Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui jalur hukum 

atau jalur non-litigasi:  

a. Jalur hukum 

Penyelesaian sengketa tanah dapat diajukan ke Pengadilan 

Tata Usaha, Pengadilan Negeri, atau Badan Pertahanan 

Nasional (BPN). Lembaga hukum yang dipilih disesuaikan 

dengan jenis kasusnya. Misalnya, jika objek gugatan adalah 

tanah, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan 

Negeri di mana tanah itu berada.  
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b. Jalur non-litigasi 

 Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui 

konsultasi, negosiasi, atau mediasi. Mediasi adalah cara 

penyelesaian sengketa secara damai yang dapat membuka 

akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh 

penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Prosedur 

mediasi dapat dimulai dengan pengaduan dari para pihak 

yang bersengketa ke Kantor Pertanahan. Pengaduan kemudian 

diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk 

didisposisi kepada Kepala Seksi.  

 Selain jalur hukum dan non-litigasi, penyelesaian sengketa tanah 

juga dapat dilakukan melalui arbitrase. Arbitrase adalah alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat informal, 

tertutup, murah, dan efisien. Para pihak dapat memilih arbitrase 

dengan memuat klausul arbitrase dalam suatu perjanjian khusus 

setelah sengketa terjadi.  

3. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Militer 

Dalam hal yang berhak menghuni rumah negara yaitu pejabat atau 

anggota yang masih aktif berdinas dan telah mendapatkan persetujuan 

berupa Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Militer yang diberikan 

oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing. Jika 

dilihat dari sisi regulasinya, untuk masa berlaku penghunian tidak 

disebutkan secara eksplisit hanya saja yang terjadi dalam 

pelaksanaannya izin penghunian yang dimiliki oleh setiap penghuni 
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dapat berlaku maksimal selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 

3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. 

 

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

tata cara pembinaan rumah negara di lingkungan Departemen 

Pertahanan dan TNI pada pasal 11 ayat (9) diatur bahwa hak menempati 

Rumah Negara berakhir apabila anggota :44 

a. Mutasi ke daerah atau instansi. 

b. Diberhentikan dengan hormat karena pensiun/meninggal 

dunia. 

c. Berhenti atas kemauan sendiri. 

d. Diberhentikan dengan tidak hormat. 

e. Melanggar larangan penghunian rumah negara. 

4. Instansi Kodam II/Sriwijaya 

 Komando Daerah Militer II/Sriwijaya (disingkat Kodam II/SWJ) 

merupakan Komando kewilayahan pertahanan militer meliputi provinsi 

Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan 

Lampung.  

Diawali dari adanya berbagai organisasi bersenjata yang pernah 

ada di wilayah Sumatera Selatan seperti Badan Penjaga Keamanan 

Rakyat (BPKR), kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat 

                                                 
44Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang tata cara 

pembinaan rumah negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI pada pasal 

11 ayat (9) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
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(TKR) merupakan jejak langkah sejarah berdirinya KODAM 

II/SRIWIJAYA. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, 

yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka 

dan data sekunder serta didukung dengan data wawancara.Penelitian 

normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau 

ketentuan yang berlaku. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian dapat dilakukan dalam berbagai cara pendekatan, 

beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:45  

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah 

semua undang-undang dengan regulasi yang bersangkutan 

dengan isi hukum yang sedang ditangani dan pendekatan 

perundang-undangan ini membuka kesempatan bagi peneliti 

untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara 

suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau 

antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara 

regulasi dan undang-undang.46 

 

                                                 
45Ibid, hlm. 93-94 
46Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia, 2011, hlm. 133 
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b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)  

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan 

dan doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan Kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam 

penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun 

argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi 

dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus 

atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu 

biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari 

nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa 

hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan. Pendekatan 

ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.47 Efisiensi hukum 

dalam masyarakat diperiksa dengan menggunakan teknik ini 

dari sosiologi hukum.48 

d. Pendekatan Sosilogis. 

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan 

untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan 

hukum dengan masyarakat melalui faktor yang dapat 

                                                 
47C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad 

Ke-20, Bandung: Alumni, 2006, Hlm. 139. 
48Amirudin dan Zainal Asikin. Op. Cit. hlm. 152. 
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mempengaruhi pelaksaan hukum dalam masyarakat.49 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

a. Bahan hukum Primer  

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat 

di Indonesia, Bahan yang hukum primer yang digunakan oleh 

penulis dalam penulisan tesis ini antara lain: 

1) Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945; 

2) Peraturan dasar, yakni Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 

1945 dan perubahannya dan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat; 

3) Peraturan Perundang-undangan, meliputi: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria 

c) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah 

d) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan 

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

                                                 
49Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitin Hukum. Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti. Hlm 53. 
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Notaris. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang dan 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dalam 

buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, 

sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.50 

c. Bahan Hukum Non-hukum 

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder.51 Yang dapat memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

dalam hal ini kamus hukum dan kamus lainnya. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Untuk memperoleh data yang sesuai dan relevan meliputi 

permasalahan yang penulis teliti, maka penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data. 

a. Studi Pustaka (library research) 

Yaitu pengumpulan bahan penelitian dengan melakukan 

serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari 

bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pokok bahasan. 

                                                 
50Ronny Hanitjo Soemitro. 1982. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia 

Indonesia. Hlm. 24. 
51Ibid, Hlm 12. 
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b. Studi Lapangan (field research) 

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti, 

diperoleh dengan cara wawancara yang merupakan teknik 

pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung 

dengan pihak yang berkepentingan.52  

Adapun jenis wawancara bebas terpimpin yaitu dengan 

pengumpulan data berupa arsip atau dokumen serta wawancara 

dengan 2 perwira di lingkungan Subdenpom I-4 Palembang. 

Latar belakang penggunaan jenis wawancara ini oleh penulis 

adalah untuk mendapatkan data secara mendalam, pengesahan 

data hasil wawancara yang masih ada dalam garis kerangka 

pertanyaan, serta dapat diarahkan secara langsung pada pokok 

permasalahan dan tujuan dari penelitian akan dapat dicapai 

dengan semaksimal mungkin. Wawancara yang dilakukan oleh 

penulis bersifat terbuka, yang berarti bahwa pertanyaan yang 

diajukan tidak terbatas pada pertanyaan tertentu saja. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 

Data primer dan sekunder yang diperoleh disusun secara 

sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan 

untuk menganalisis data dan memberikan evaluasi secara rinci dan 

menyeluruh terhadap data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan 

                                                 
52Joko subagyo. 2010. Metode Penelitian dalam Teori & Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta. Hlm. 2. 
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dan memperjelas pertanyaan penelitian. Selain itu, data yang 

terkumpul akan diolah dalam bentuk analisis kualitatif.53 

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan dan studi dokumen 

pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara 

deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul dituangkan dalam 

bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya dianalisis untuk 

memperoleh kejelasan penyelasaian masalah, kemudian ditarik 

kesimpulan secara deduktif dari hal yang bersifat umum menuju hal 

yang bersifat khusus. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik analisis bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan 

logika berfikir secara induktif yaitu cara menarik kesimpulan yang 

bertitik tolak pada hal-hal yang khusus, untuk kemudian menarik 

kesimpulan atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang 

khusus tersebut.54 Logika atau penalaran induktif yang dikenal 

dalam ilmu hukum digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-

kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.55 

  

                                                 
53Burhan Ashsofa. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm. 

20. 
54Soerjono Soekanto. 2008. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. Hlm. 24. 
55Robert E. Rodes, Jr. & Howard Pospesek. 1997. Premises and Conclusions, 

Symbolic Logic For Legal Analysis. New Yersey: Prentice Hall, Upper Saddle River. 

Hlm. 7. 
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Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang tata cara 

pembinaan rumah negara di lingkungan Departemen 

Pertahanan dan TNI. 

Peraturan menteri No 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan 

Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertahanan Dan 

Tentara Nasional Indonesia 

Peraturan Menteri pertahanan republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 

Tentang Pembinaan Rumah Negara di lingkungan Kementerian 

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 

Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

 


